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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan struktur 

perekonomian, kebutuhan akan tanah untuk kegiatan non pertanian cenderung 

semakin meningkat yang menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh 

tanah, sehingga tanah tersebut digunakan untuk bermacam-macam kegiatan antara lain 

untuk pertanian, pembangunan perumahan, permukiman dan industri. Pembangunan 

merupakan tuntunan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena jumlah 

penduduk yang semakin besar maka kebutuhan akan tanahpun bertambah seiring 

dengan perkembangan kemajuan peradaban manusia (Adisasmita 2010, 1). 

Dinamika kegiatan pada pembangunan yang cukup pesat jika tidak diatur dan 

dikendalikan dengan baik sesuai dengan pemanfaatan dan kebutuhannya akan 

menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah, antara lain 

berkurangnya luas tanah pertanian produktif yang berubah menjadi tanah 

permukiman, perindustrian, dan keperluan non pertanian lainnya. Meluasnya wilayah 

permukiman yang tidak layak huni akibat tidak tersedianya tanah dan meluasnya tanah 

kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensi tanah pada suatu 

wilayah tertentu, menyebabkan perubahan pola penggunaan tanah disuatu daerah atau 

wilayah yang semula merupakan tanah pertanian berubah menjadi tanah non 

pertanian. Alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan akan berdampak pada 

produksi beras yang merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia sehingga 

mengancam terwujudnya kedaulatan pangan dan ketahanan pangan (Supratikno, 

Armawi dan Marwasta 2016, 23). Alih fungsi lahan persawahan berdampak serius 

terhadap produksi beras, lingkungan sekitar dan kesejahteraan masyarakat pertanian 

yang menggantungkan mata pencaharian pada lahannya (Sutaryono, 2016). 

Sudah ada upaya nyata dari pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengamanatkan perlunya data LP2B 

sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Beberapa daerah baik kabupaten/kota atau provinsi sudah menetapkan KP2B dalam 
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bentuk Peraturan Daerah yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

dimana sebagian besar baru mencantumkan luasan secara tekstual baik itu 

KP2B/LP2B dan belum menggambarkan sebaran secara spasial/arahan lokasinya. Hal 

ini terjadi di Kota Kendari  yang merupakan daerah yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Kendari, yang saat ini masih belum adanya sebaran lokasi LP2B namun 

hanya tertuang secara tekstual dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kota kendari termasuk dalam 

wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dimana untuk perkembangan penduduk di Kota 

Kendari masih belum menunjukkan angka pertumbuhan yang terlalu signifikan, akan 

tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan perkembangan akan kebutuhan untuk 

kegiatan non pertanian dapat terjadi. Menurut data penggunaan tanah Kantor 

Pertanahan Kota Kendari skala 1:85.000 yang bersumber dari Standarisasi Basis Data 

Penatagunaan Tanah BPN RI tahun 2008, kelompok penggunaan tanah Kota Kendari 

pada tahun 2019 didominasi oleh kelompok budidaya yaitu seluas 15.221,45 Ha 

(56,51%), meliputi budidaya non pertanian seluas 6.410,14 Ha (23,80%), dan 

budidaya pertanian sebesar 8.811,31 Ha (32,71%). Sisanya adalah kelompok non 

budidaya seluas 11.715,96 Ha (43,49%). 

Berbicara tentang data LP2B tersebut dalam hal ini penyiapan data Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 

Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam 

pelaksanaan penyiapan data LP2B dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, 

identifikasi dan pengolahan data Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mana 

kegiatan penyiapan data LP2B sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan 

Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Seksi Penataan 

Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kendari maka dilakukan kegiatan inventarisasi 

lahan sawah dan tegalan. Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jendral Penataan 

Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Sulawesi Tenggara dan Kantor Pertanahan Kota Kendari 

bersinergi dan bekerja sama dengan Dinas terkait dalam kegiatan memperbaiki data-

data lahan sawah dan tegalan yang ada pada Kementerian, sesuai dengan keadaan 

lapang yang ada pada saat ini. 
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Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan LP2B belum dilakukan analisis 

kesesuaian penggunaan tanah dan Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat 3 (tiga) 

pokok komponen penting untuk menganalisis hasil inventarisasi kawasan LP2B Tahun 

2020 yaitu : 1) Peta RTRW; 2) Peta Penggunaan Tanah; 3) Peta Hasil Inventarisasi 

kawasan LP2B tahun 2020. Dari ketiga komponen tersebut dianalisis mengenai 

kesesuaian Inventarisasi Kawasan LP2B terhadap RTRW dan kesesuaian Inventarisasi 

Kawasan LP2B terhadap kondisi eksisting terkini. Output atau hasil dari analisis 

tersebut untuk membuat peta sebaran wilayah PLP2B. Berkenaan dengan hal tersebut  

penelitian mengenai Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di 

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya untuk menghentikan laju 

perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian menjadi penting untuk 

dilakukan.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari? 

2. Bagaimanakah kesesuaian Data Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 

terhadap kondisi eksisting terkini? 

3. Bagaimana sebaran potensi wilayah PLP2B di Kota Kendari? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kesesuaian Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 

b. Mengetahui kesesuaian Hasil Inventarisasi Kawasan LP2B Tahun 2020 

terhadap kondisi eksisting terkini. 

c. Mengetahui sebaran potensi wilayah PLP2B di Kota Kendari. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara 

ilmiah pada kajian tentang informasi mengenai kesesuaian hasil inventarisasi 

lokasi LP2B tahun 2020 terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari 

dan kondisi eksisting terkini. 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat melalui 

analisis yang dibuat oleh pihak–pihak yang ahli dibidangnya terutama dalam 

pengkajian tata ruang yang tentunya juga memperhatikan aspek–aspek dan 

pertauran yang berlaku. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Sebagai bahan pertimbangan untuk membuktikan keaslian  penelitian ini, perlu 

dilakukan suatu langkah dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian 

serupa terkait “Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di Kota Kendari 

Provinsi Sulawesi Tenggara”. 

Pada penelitian Hariyadi (2018) yang berjudul Analisis Kesesuaian Rencana 

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Penggunaan Tanah Dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, 

menemukan bahwa tingkat kesesuaian rencana kawasan LP2B lebih besar daripada 

tingkat ketidaksesuaiannya, untuk daerah yang tidak sesuai inilah menjadi 

pertimbangan kembali untuk dilakukan kajian dan analisis serta inventarisasi dan 

identifikasi ulang data untuk disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberlakukan 

sehingga data yang didapat nantinya dijadikan sebagai rekomendasi dalam penetapan 

LP2B. Penilitian yang dilakukan Saputra (2018) yang berjudul Penentuan Lokasi 

Potensial Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kota Solok Provinsi 

Sumatera Barat lebih mengacu kepada pengidentifikasian lokasi potensial lahan 

pertanian pangan berkelanjutan di Kota Solok. 

Penelitian Chairuddin (2018) berjudul Identifikasi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan: Zonasi Lingkup Kawasan 

Mamminasata Menggunakan Pendekatan MCDM menemukan bahwa tingkat 

keterancaman LP2B dan LCP2B dari alih fungsi di Kabupaten Gowa terus meningkat 

seiring dengan alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan perkotaan. Penelitian 

tersebut dilakukan di Kabupaten Gowa dengan mengidentifikasi kesesuaian kawasan 

LP2B dengan RTRW. 

Penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti mengemas kajian terdahulu 

kemudian dikemas sesuai permasalahannya pada masing-masing substansi yang 

dibahas. Dapat diketahui bahwa dari penelitian terdahulu belum ada yang membahas 
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Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah Di Kota Kendari Provinsi 

Sulawesi Tenggara. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

baik dari sisi objek maupun data yang dianalisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



48 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Instrumen yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari Peta Hasil 

Inventarisasi LP2B, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peta Kondisi 

Eksisting. Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pada hasil analisis Kesesuaian antara Data Hasil Inventarisasi LP2B Tahun 2020 

terhadap RTRW Kota Kendari ditemukan bahwa untuk kesesuaiannya yaitu seluas 

353,20 Ha atau sebesar 32,87% dan tidak sesuai seluas 721,41 Ha atau sebesar 

67,13 % dari luas keseluruhan yaitu seluas 1074,61 Ha yang ada dalam hasil 

inventarisasi LP2B. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil inventarisasi LP2B 

terhadap RTRW kurang sesuai. 

2. Pada hasil analisis kesesuaian antara Hasil Inventarisasi LP2B terhadap Kondisi 

Eksisting Terkini yaitu seluas 711,18 Ha atau sebesar 66.18 % dan tidak sesuai 

seluas 363,43 Ha atau sebesar 33,82 % dari luas keseluruan yaitu seluas 1074,61 

Ha yang ada dalam hasil inventarisasi LP2B. Hal ini menunjukkan bahwa data 

hasil inventarisasi LP2B terhadap Kondisi Eksisting cukup sesuai. 

3. Sedangkan dalam hasil analisis sebaran potensi wilayah PLP2B yaitu adanya 

kesesuaian dan ketidaksesuaian yang mana kesesuaian sebesar 80.34% atau seluas 

863,36 Ha dan ketidaksesuaian sebesar 19,66% atau seluas 211,25 Ha yang tidak 

sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian sebaran potensi wilayah 

PLP2B telah sesuai dengan arahan RTRW dan Kondisi Eksisting karna angka 

kesesuaiannya >75%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui lokasi sebaran potensi wilayah 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), diharapkan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai acuan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam percepatan 

penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Kendari. 
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B. Saran 

1. Agar ketiga instrumen pengendalian penggunaan tanah ini bisa saling sesuai antara 

satu dengan lainnya, maka disarankan agar dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar 

ketiga instrumen analisis tersebut sehingga tidak terjadi overlap antara instrumen 

yang satu dengan lainnya. Hal ini sebaiknya dilakukan secara berkala, sehingga 

pada kurun waktu tertentu ketiganya bisa saling sesuai dalam rangka menjaga 

keseimbangan lingkungan di wilayah Kota Kendari seperti apa yang sudah 

direncanakan dalam RTRW. 

2. Terhadap lahan Hasil Inventarisasi LP2B yang tidak sesuai dengan peruntukan 

dalam RTRW, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi oleh 

Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(KP2B) dalam RTRW. 

3. Pemerintah Kota Kendari khususnya Dinas Pertanian dapat menggunakan atau 

dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui luasan dan letak sebaran 

wilayah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang mana selama ini 

masih belum mempunyai data secara spasial atau peta lahan pertanian pangan 

berkelanjutan. Kemudian Pemerintah Kota juga perlu melakukan inventarisasi 

lebih lanjut terhadap lahan pertanian yang berpotensi sebagai LP2B sehingga 

Pemerintah Kabupaten mempunyai data yang valid terhadap lahan pertanian dan 

melakukan kerja sama antar lintas sektor atau antar intsansi yang berkaitan untuk 

pembuatan basis data, sehingga data yang digunakan dapat dijadikan suatu sistem 

informasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. 
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